PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2010
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA MENGENAI PEMBEBASAN
VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS
(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SLOVAK
REPUBLIC ON VIS4 EXEMPTION FOR HOLDERS OF
DIPLOMATIC PASSPORTS AND SERVICE PASSPORTS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 29 Maret 2010 Pemerintah Republik
Indonesia ielah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik

Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia mengenai Pembebasan Visa

Bagi Pcmegang Pa.spbr Diplomatik dan Paspor Dinas (dgreement

between the Government of the Republic of Indonesia and the

Government of the Slovak Republic on Visa Exemption for Holders of

Diplomatic Passporis and Service Passporis), sebagai hasil perundingan

antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah

Republik Slovakia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasicnal
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);



Menetapkan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

.

MEMUTUSKAN : +

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEME-
RINTAH REPUBLIK SLOVAKIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA
BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS
(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC ON
VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC PASSPORTS AND
SERVICE PASSPORTS).

Pasai 1
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Slovakia mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang
Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (dgreement herween the Government
of the Republic of Indonesia and the Government of the Slovak Republic on
Visa Exemption for Holders of Diplomatic Passports and Service Passports)
yang telah ditandatangani pada tenggal 29 Maret 2010 di Jakarta, yang
naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Slovakia, dan Bahasa
Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam
Bahasa Indonesia, Bahasa Slovakia, dan Bahasa Inggris sebagaimana
dimaksud datam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam

Bahasa [nggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



PRESIGEN
REPUBLIK INDONESIA

.
b]

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pida tanggal 17 Juni 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
d.
DRIT SUSILO BAMBANG YUHDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
td.
PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TALIIUN 2010 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya

‘Depulr Sckretarts Kabinet
L -Bidang Hukam,

S Dr e hman Santoso
S
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PERSETHIUAN H
ANTARA ;
PEMERINTAH REFUBLIK INDONESIA
BaN
PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA ;
MENGENAT -

PEMBERASAN VISA RAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK BAN :

PASPOR DINAS

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia, selanjnnya disebui
“para Pihak™, %
) >

MENIMBANG hubunzan bersahabat yang fegalin intari kedua negan

BERHASRAT uniuk memperkuat hubungan tersebui lebih lunjut. secara fimbal balik,
dengen memfasilitasi masuknya pemegang paspor diplomanik aiau paspor dinas Republik
Indonesia dan Repubhik Slovakia ke musing-masing negars,

e R

ErR

g

SESUAL dengan poraturen perundang-undangan yang berlakn df measing-masig negat

TELAH MENVETUIUI HAL-RAL sebogai beribal

PASAL Y
PEMBEBASAN VISA

I, Warga negara Kepubbih Indencsia. pemepang paspor diplomatih atan paspor dinas
yang sah, wajib tduk dipersyaratkan wmk mempereleh visa untuk masulk, singgah,
dun tinggal di wilayah Republik $lovakiz untuk suatu jangka wakiu yaog tidak
melebihi dud 90 {sembilan puluh) hari sejuk tapgpal pertama nmsuk dalam jangka
wakiu 180 {sevatus defapan pubub) hai.




T W nepari Fepublih Slesakia, pemy

SR aThr A

paspar diploneith wew paspar dings yong
: TEosiss unled i, Sinegah, G
kvt Jonoka wabto vang el mclebihi

gall, W s
tinggat di wikiwah Bepablik ndoresia v

ot 30 (dga puluhy hard, sejak setiap €

ol gtk uptuk i

PR T AT L
aL BAESUR,

'ASaL 2
MASA BRRLAKL PASPOR YANG 5AH

Masa betlaku paspor diplomatih atau paspor diras yang sah dad warga negara Para Pihak
wajib sekurang-kurangnya & (enam) bulau pada Irari memasuki wilavah Pihab lainnya.

. PASAL 2
KETENTUAN MASUK DAN KELUAR

Pomegang paspor diplonatih dan paspar dinas yang sah dari salah satu Pihak schagaimana
diryjuk dalam Persewjuan ing, dapal me wasuki Jun meninpgalkan wilavah Negara Pihak
lainnya, di setiap thik yang difzinkan unteh maksud itu oleh pihak inigrasi vany barwenang,
tanpa pembatazan apapun hecuali di lempatlempai yang dilentukan bagl syarat-syarat
Leamanan. migrasi, bea cukal, kesehatan dan laimya yang secara hukum diterapkan kepada
pemegang paspor yang berlaku tersehut,

PASAL 4
VISA BAGH ANGEGOT A MISIDIPLOMATIR DAN POS KUONSULER

Warpa negara dori sulah satw Pibak yang nrerupakin pmegang puspor diplomatik atau
paspor dinas yang sah dan diugaskan sehagal ahggotn misi diplomalik dan poas konsuler di
wilayah Pihak lain, termasuk anggota keluarga mereka (istilah "anggotn keluarga” merujuk
pada suamifistri dan aopk-anak vang belum menikah berusia dibawah 25 tahun dan tidak
bekorja dan orang ua yang menjadi tanggueys. waiib dipersvaratkan uniuk menperoleh
visa masuk yang fepat dari Kedatan Beaw Fite lainpva sehelum memasuki wilavab Piluk

ersahul

PASAL A
HAK PIHAK BERWENANG
[ Perseuduan ini wajib tidak membebashan warga uegara faagingnasing Pihak dar
] i E = : ;
kewajiban unfuk menghonmath peraturan perudang-undangan Negara Pihak lainnya
ketika menzsoki wilavabnya, termasul etapi tidek terbais pada peraivran perundaig-

andanean berkenaan dengan masak, ngpal, daa seretivi Grany asig.
[=3 b= = - - o -
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Persetujuan ini tidak mempenparahi lihur dan/atau peraturan vang berlaku di kedua
negara yang terkail deongan keamanan and masuk. tingeal atar perpindabian orang

aging.
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Setiap perhedaan atay seneketa yang
ketenuan-ketenuan Perseiujuan iul wafib disel

mienloiinvakan

TASALG

PENANGGUHAN

erpasing Pilak dapat menmgeulban somoentira Persetujuan ini. baik secoara
1, dengan wlusinealasan kexmanan gusional. ketertiban

hash
weselurihan maupon seb
L atan kesehatan publik,

Pengenalun dun pengokhiran kebijakan-kebijakan sebagalmana dirujuk duiam ayat (1)
Pasal ini wajib sepern diberitahukan kepada Pilak lsinnya mekalui suloran diplomatik.

PASALT
CONTOH DAN PENERBEVAN PASPOR ATAU DOKUMEN PERJALANAN

ting hertukarn, medalul saluran dinfomatik, dalam jangks wakw 30
Latanponan Peractjuan ind, coptoh-contuh papu

Para Pihak wadib
(tua putuly Lug scielah pen
diplomatik dan paspor dinasnya yang i

Datam hat pengenalan paspor diplomatih. ateu paspor Jdinas baru. serta moditikasi
terhadap yang lelah ada, Para Pihak wijib saling memberitahukun secara tertulis
melalui saluinn diplomarik, mengennl setiap perubalan tidak lebih dari 30 {1iaa puluh)
hari sehelum pengemalan resminya.

dord suink sane Piiak melitliongan ams rusik paspar diplomatik

i Pibek lainoya, mereka wajib segern memberitahukan

MRTIN) dinasava i wii
kepadi para pejabal yang bernvenang di megara Pihak yang menarima. Misi diplomuik
Jdan pos kovsuler yang bersangkutan wajib menerbitkan kepadu orang dimaksud.
wi dengan perundang-undangan nesional. suotu dokumen untuk kembali ke negara

PASALS
PENYELESAIAN SENGKETA
fimbul terhadap penafsican st pelaksanaan ata

cecara domai moelatul konsuliasi atn

| =T

perumdingan oleh Facu Pihak,

PASALS
PERUBAMAN
Persenduan i dapat diubah gt dicgnisi . apabila dipandanyg  perii, berdasarkan
Kesepaletan borsama secakt tetialis oleh Para Pihak. Perubahan oiau revisi dimaksud wajib
mulii berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 10 (1) dani Persetujuan i

R B




PASAL LN
MULAI BERLARKU JANGRA WARTH, BAN PENGARIRAN

1. Perseud int waib mulai ber
penstinan pemberitalun
nEmber:

berlakun
. undangan nasionafnya, telah dj
20 20 Perselujuan ini wajlp tetap becdahe untik jangka waktu 5 {m whun dan wajib
8- diperbabiaru] secara oromatis umek jargka wakiu 3 (Hime) whun berikutnya.

Masing-maging - Pihak dapat mongd Perserujuan inl dengan  mamberkan
pemberitaimnn secvn wiedis kepadi Pilak iafussa melalul saluran diplomack
sekurang-Ruraingnys 90 (embilan puluh) bari sebelum tangeal pengakbiran yano

diinginkas. )

dua pulvh M
-
DIBUAT di ,.(}mhq‘khz. padi wnggal .gmfp.a.n...hm;m..,..9??&? ...... tatiun 2010,

SEBAGAL BUKTI, yang bertanda tangan di bawah inl vanz diberl kuasa penuh aleh

Famarimating masing - g, 1 B and e n ind dalam rangkap doa,

 maskal memilihe

dalon Bohusa Indesesio. Bub .
kehuatan hukung vang sama. Dakama ha! terind? perbedann peoalsing, tughah Bahase Ingais
Lo wajih berlaku.

o UNT[SI{JQIIMERINTAH UNTUK PEMERINTAT
REPUBLIK INDONESIA REPUBLIN SLOVARIA
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DOHODA
MEDZI VLADOU SPOVENSKIES REPUBLIKY A VLADGU INJONEZSKED
REPUBLIKY O ZRUSEN] vizovEey POYVINROSTE PRE DREITELOV
PIPLOMATICKYCH PASOY A SLUZOBNYCH PASOV

Ml indoendrake repabdiky avlada Shivenshe] repubsiiks dile] len L2mivyng
strane,

berte do tivalsy pristelske vztahy medzi obonn krajinami,
zelajlie si reciprodne upevni® vztahy ulahdujnce vstup drzitefov diplomatickyeh

alebo sluzobnveh pasoy Indondzske ] repubiiby g Stovenskef republiky do ich prisiusniych
kradin,

rsiklah phangeh vatroiam el s on fredpisov pristodateh Liadin,

dobialli sa tak o

ffT:ina?{ I
ZRUSENIE VIZOVE] POVINNOSTI

(1 Statni obdania Badondor gkt vhik: fia platncls diplematichveh alebs
hoprsov mdnn vanipiy, i’ wrdrrimar sa na fzemi stavenske)
republik; bes vig po Cas veprasshijlcd 2 whovifdesiall doi ode dfa prvcho vstupa
v rimel T80 {stoosemdesiatichy dnl.

123 Ridmi obtania Stoven kej republiky. drzitelis platnyeh diplomatickych aleho

shizobnyeh pasov. mdie var P prechiadeat azdezisval sn oua Gzend indondzskej
republiky bee viz po &as nepresabuptel 20 (reidsat’s daf oo dia kuzddhe vshupu,

(Y‘F:iih_-k 2
BLZKA PLATNOSTT PASOV

kyeh alobn slezobnvch pasev frhnyeh obdanay hazded
v druheg

DMzka plomosd dislona
zaluvne) siruny o mjesie] 6 festy mosiocor v deft ¥xlupu i Ozemie
zmluvne] strany,
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BETE]
FAVYCESTOVANIA

<l alebo sludobnyeh pasov hasde] amluving slrony
wsedand v eito dohode mdd vs apit o vyeesloval z dzemia ity drubej zmbne] strany
cez akvholvek branitny prizehod ureeny pre tenso Géel prishgnymi migeadnymi sradnmi

ber ardhohobvek  ohmodrenia. sayninhe ebmicdzen! ustanavenyeh v predpisoch

Fkajocich sa bezpetaostis imigricic, ¥k awok, zdravonyh podiadavick pri vatupe
g inyel predpizach, ki anduuplanid e dezitelov ehte plataseh pasov,

Clinok 4
VIZUM CLENOV BIPLOMATICKYCH MISH A KONZULARNYCH URADOY

Statni ob¥ania kazdej zmlu vagi strany, ktori st drzitelmi platn¥eh diplommtichych
alebo sleZobngeh pasov o sit élenmi diplomativke misiz alebo konzulirnzho Gradu na
vizemi i deuhej zmluvne] strany, vrdtane ich rodinngeh prislusnikov {pojem _rodinni
prislusnier ynamend maniclfanzelie dohodnd doti do 23 rokev veku, nezamestnand
Aol rodidavy, 2ishe
strany pred ich vatupom.

a dovsinpnd vizenn od velvoshnestva St diole zmluvne

. . ﬁ!zi:ln{; 3 )
PRAVA PRISLUSNYCH ORGANGY

I Téo dohoda nevyniina @
dadvziavat vadtrodaine pravie p
retiie je] 1.

v jednef zmluvied etrany z puvinnost
©druhe] amfuvee] strany pel vstupe na

2 Tare dohods pemd vplvy ma wniipod g pravae predplsy oboch Stitey (Fhidiee

s waltire] bezpeinosti 4 podmiznek vatups, polyto g sdeliodu vudzincor,

3 Zmluvné privvir odmictnge? vstup alebo ket pobyt vsabdn,
Kioré sit povaravand za neziaduse alcho krond by mahli ohrozit’ vereing mier, verejny
porindok, edravie obyvateTov. alebe hezpetnust it

Clinoh 6
PRERUSENIE VYKONAVANIA

I Kazdd zmluvpd sirany moze preruiit vwhondvanie tefio dohody (iplne aiche
slastodne z ddvodu bezpecnosti Stati, verginého poriadku alebu zdravia obyvateloy.

2. Zavedenlz, abu g ukondenic opatreni uvedenteh v odseku 1 tohie Sdnku s
bezadichudne ozndiai druhej zmluvne strane diplematickou sesou.
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Clinok 7
VZORY A VYDANIE PASOV ALEBO CESTOVNYCH DORKLADOY

I, Zmiuvnd strany si diplomatickou cestou vymenia viory platnyeh diplonutizhych
asluzobndeh pasov najneshdr do 30 (tridsiatieh) Jaf po podpise Lto doludy.

2. Vopripade ravedenia no diplomatickfch aleba sluzobnyeh pasov, ko aj
zmien existjucich, sa zimluvad sirany vavzdjom infermuju pisomae diplomatickay
cevton o ehychkolvek zimendch natneskdr 30 {ridsar’ dnf pred ich zavedenim do praxe.

3V pripude Stdimyeh obéanoy obock xmiuvnyeh stedn, keari seadlf alebo poskodili
svoje diplomaticke alebo sluzobne pasy na Gzemi @t drohej zmluvac] strany,
bezodiladne otom inforsupt kempetenud orgdny  prifimajice] wmluves) ~trany
prestirednivivens diplomatickel wisic alebe korruldmele Gradu oh snie. Do
diplomaticka mista alebo bonzuliriy dradl vydd uvedenti osebdm podia v pdirnstdtnych
pravavch predpisov doklad na ndvrat do ich 3titu.

. Clianok 8
KIESENIE SPFOROY

Akyinlvek rordiel alebo spor vyplyy
ustinoveni jto dohody sa riesi konzultic
stranai.

jaui z interpreticic alebo vyhondvaniy
amti alebo rokovania medzi zmduvnynu

Clanek 9
£MENY A DOPLNENIA

Taw dohoda midze bl menend wdipfovand. oh Je o pewrebrd, vadjomo
pisarano: dohodou zmiluvn
ustanovenia Cliaka [0 ods

foatrdn, Zrreny alele dopinenin padobadsi platcost podia

I tejte duhandy.

Chinok 10
NADOBUDNUTIL PLATNOSTE TRVANIE A vYPOVED

NIE

plavmnéhe wndmentl, e siozmbovnd strany diplenadichon coston navedjont
vrrkimia splnenie podnicauh pateebnych ne madobudautic platnasti wejlo dubody podia
vadtradtatnych privaych predpisoy.

{2) Téw doboda jo pland na chdobic 5 (piatich) mkov o antomativhy s platiost
predizuje na dalsich 3 (pif) rokov,

(33 Razdd zoduvied stann maze 1o dobedu vypovedat’ plsominyin ozmimendin
druhej zmbavng] strang diplomatickon ceston nujneskde 9 (devitdesiug dof pred ddom
vypovida

e
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NADORAL TOHO, podpi

i
dioch movednren

vholienis v Y PRI : \
anglickom fazyke, pricom vietky zrenia mah roviakn planag
vikladu fe rozhodujdee znenie v fazvhi angfickom.
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AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDORESEA
AND
THE GOVERNMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC
ON VISA EXEMPTION FOR HOLBERS OF DIPLOMATLC PASSPORTS AND
SERVICK PASSPORTS :

The Govermment ol the Republic of indonesty and the Government of the Slovak Republic,

hereinafisr velernod to s e Coatraciing Panis’
CONSIDERING the friendly relations belweon the Two COMILICS.

DESIRING ta further strengthion such rlations. i d reciprosal bhasis. by facititating the
entey of holders of diplomatic of soniice paspans of the Republic of Todunesia and the

Slgvak Republic imo their respective cormuris:
PHRSUANT {o the prevaiiing s and repulations of the resprostive VoL
HAVE AGREED o3 {ollows:

ARTICLE L
Visa EXEMPTION
(. Nationals of the Republic of fndunesia, holders of valid diplomatic or service
passports, shall not be required 1o oblain 4 visa Lo enter ransit and stey in the

(eiritory of the Slovak [Lepubiic for a period ol stay pot exceeding 40 (nineiv) duys

fvorn the gate of irsteniry dusina the peried of 150 {one fundred vighty) days.
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Natie

3 of the Stovph Repuliic. holders of

OF SUrviie DASRONS,

shull not be required 1o obtain a visa w enter. wansit and stay in e iy of the

Repablic of Indonesia for a period of stay ot excecding 30 (ihirty) days from the

date of cach entey,

ARTICLE 2
DURATION OF PASSPORT VALIDITY
The duration of diplomatic or service passport validity of nattonals of either Contracting
Party shal! be at least 6 (5ix) months o the day of entry into the tertory of the State of the

other Contracting Party.

ARTICLE 3
ENTRY AND EXIT CONINTIONS
The holders of valid diplomatic or service passpotts of either Contracting Party referred to
in this Agreement may enter into and depart from the lemitory of the State of the other

ot

c Party ot any poiot suthotized for thet pacpose by the compatent impigration
suthwsities, withowr any resivictions except for those siipubnted in the secwrily, migratory,
customs. sanitary eotry and other provisions which may be lepally applicabie to holders of

such valid passports.

ARTICLE 4
VISA FOR MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSION OR CONSULAR POST
Natieaals of eithier Cortracting Party whe sre halders of valld diplomativ or service
pisports and assigued us members of diplomatic mission o consular post in the territory
of the Sene of the other Contraciing Party, including thelr family members ¢the term
“family members” refers o hushand/wife, aumarried children vnder the age of 25 years

and whe ave unemploy ed and dependent pareatst, shall be reguired wblain appropriake

from e Em

the other Costaciing Pasty prior to their entry.
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aiys rier o i efifciil miveduction,

]

In case of manonals of either Contructing Puny live or damage their dip

s pazsparls di the pry o e St ol the other Centragt
Samediataly inform the compelent amhorities of ine recelving Contracting Party

through diplomatic mission or consuiar post of he State of their uationulity. The

dipiomatic mission or convular post concemed shall issue W the afowementioned

persons, in conformity with national fegislation, a dezament tor retuming o the State

U e s

sk,

ARTICLE S
SETTLEMENT OF DISPUTE

Any difference or dispute arising out of the interpretation or implementation of the

provisions of ihis Agreement shull be seuled anvcubly by copstltation o negolintion

deiweay the Contracting Mariies.

ARTICLE Y
AMENDMENTS
This Agreement may be nmended or rovized, i it is deemad necessary, by mutual written

conret of the Contraciing Parves Such amendment or revisian shali enter b force

g to the provision of Article 1001) of thiy Avrecment.

ARTICLE 1O
ENTRY INTQ FORCE, DURATION AND TERMINATION

Lo This Agreentent shadl crier into foree 30 fLhiry) days from G date of the teceipt of

the last written nolification in which e Contscting Partics ifomn cach other.

throsel diplamatie channels, sha all requirements for the entry into force of this

Agreement, as stipulated by thetr respective national kegislation, have been fulfilled.

i
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2 e shall pomaie dn
renewed automadcally Lor furder periond of 3 {ve) v
3.

1o the ofher Conti

E
EiTRY

Euch Comraning Pasty may teaninate s Agrecment by

O N B T I T

iy witen notifieation

o threwt diplematls chasnsds w foet 09 {ainey) days

prior to the expectad termination date,

baeto
............. thils

IN WITNESS WHEREOF, the undecsivned, being duly authorized by thelr respective

Governments, bave sipned fhis Agreement in (w0 origims in the ndonesian. Slovak and

Lugifsly Ly

interpretation. the English text shall prevail,

FOR 'FlH;]\GOVRRN)-'I!-}N'I'
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

J\‘I;J o ﬂ[n };)

il egu

March

auy ol 2010,

Uy msthemte. I be s of divergence in

IR AR T,

FOR THE GOVERNMENT
OF THE SLOVAK REFUBLIC




ARTICLLE S
RIGHTS OF AUTHORITLES

S exeent aationals ol either Contracine Pasty from the

obligadon 1o respect the laws and regulations of the Male of the other Contracting
&
Party when emering into fhe 1zeritory of it Siate, ineluding but not limiwed 1o the i

faws and regulstions eoncerning the entry, stay and exit of forcigners,

2o This Awrecment does not aftect the apprivable Tuws awdfar readmions ol the raa P

Stales relnting to interna! seeurity and the entry, stay or movement of larcignars,

3o The Contraciing Parties reserve the rights 10 refuse admission 1o or shoren the stay
I & [

of persons considered nndesirable or tikely o endanger public peace, public order,

piblic healih or national sceurity. 1
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: . ARTICLE 6
5 SUSPENSION

I [ach Contrecting Party may teriporanily suspend this Agreoment either In whole or

in panl. for rengoas of natiosal seeurity. public order or public health,

200 the inoduction sy well as terminalion of the measiins refenied ot parageaph | ol

this Acticle shall immeditely be notified to the other Conteacting Party through

diplonuiiic channels.
ARTICLE 7
SPECIMEN ANDISSUANCE OF PASSPORTS O3 TRAVEL BOCUMENTS

. . S . - i an CE
Lo e Contracting Pasties shall exelmaee. trovgh dipfomatic chosuiel,, within 30

(shiny ) days aller sipning of tis Agreement, e specimens of tiwl: valid diplonndic

and servive passports,
oI ewse of Durduction of sew diplunstic or service passporis. a8 sl as
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